
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 6082/Pdt.G/2019/PA.Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumber  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tanisa bin  Darni,  umur  32  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun III RT.02 RW. 03 Desa

Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon,  sebagai

Pemohon;

melawan

Arini binti Tarsika, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.003 RW. 003

Desa  Bungko  Kecamatan  Kapetakan  Kabupaten  Cirebon,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  30

September  2019  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sumber dibawah Nomor 6082/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 30 September 2019,

telah mengajukan permohonan cerai talak;

       Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 01 Oktober 2019 Ketua Majelis

Hakim telah memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti  Pengadilan Agama

Sumber  untuk  memanggil  kedua  pihak  yang  berperkara  agar  menghadiri

persidangan ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 hal. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon  agar  Pemohon  dan  Termohon  dapat  membina  kembali  rumah

tangganya secara rukun;

Bahwa,  atas  nasehat  tersebut  Pemohon mengatakan  akan  mencabut

perkaranya  dengan  alasan  Pemohon  akan  kembali  rukun  membina  rumah

tangga dengan Termohon;

Bahwa,  terhadap  permohonan  pencabutan  permohonan  Pemohon

tersebut, Termohon telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun

kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  muka  sidang  mengatakan  akan

mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun  dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Termohon

pun telah  menyampaikan  persetujuannya,  maka Majelis  Hakim berpendapat

bahwa perkara Nomor 6082/Pdt.G/2019/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Hal. 2 dari 4 hal. 
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya  perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.  Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor  6082/Pdt.G/2019/

PA.Sbr dari Pemohon; 

2. Memerintakan Panitera  Pengadilan  Agama  Sumber untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 536.000,00 ( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah); 

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  25  Safar  1441  Hijriyah,  oleh  kami  Drs.

MOH. ANAS, MH. sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  ISAK MUNAWAR, MH  dan

YASYHURI,  S.Ag.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

para  Hakim  Anggota  dan  Hj.  ENDANG  SUSILANINGTYAS,  S.Ag  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. ANAS, MH.  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. ISAK MUNAWAR, MH  YASYHURI, S.Ag.  
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Panitera Pengganti

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                  6.000,00

    Jumlah Rp. 536.000,00 

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4


